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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pelaksanaan Kebijakan Gerakan 
Literasi Sekolah (GLS) di SD Muhammadiyah 1 Surakarta menggunakan model teori 
Edward III, 2) mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kebijakan, 3) 
mengetahui solusi penyelesaian masalahan. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek Penelitian ialah Kepala Sekolah, Kepala 
Perpustakaan, Waka Kurikulum, serta Siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dilakukan triangulasi sumber dan 
teknik untuk memastikan keabsahan data. Hasil Penelitian ialah sebagai berikut: (1) 
Program-program sekolah sebagai penunjang Pelaksanaan GLS diantaranya: Program 
membaca 15 menit, Jumat Qurani, Perpustakaan sekolah, Perpustakaan keliling, Pojok 
baca, Taman baca, Aplikasi E-Money, Mini library, Lomba menulis dan synopsis, 
Majalah, Mading, dan Posterisasi. (2) Tahapan pelaksanaan program literasi SD 
Muhammadiyah 1 sudah mencapai 3 tahap yaitu tahap pembiasaan, pengembangan, dan 
pembelajaran yang masing-masing disertai indikator pencapaian yang jelas. (3) Faktor 
pendukung GLS yakni: Memiliki anggaran dana yang mencukupi, adanya dukungan dari 
semua pihak, memiliki tim literasi yang solid, terdapat senergi yang kuat antar warga 
sekolah dalam pelaksanaan GLS. (4) Faktor penghambatnya ialah: lokasi sekolah yang 
tidak begitu luas, minat membaca beberapa siswa masih rendah. (5) Solusi penyelesaian 
masalah yaitu dengan mengadakan inovasi program baru untuk meningkatkan 
kemampuan literasi siswa dan memperbanyak koleksi buku di taman baca dan pojok 
baca kelas. 
Kata Kunci: penerapan kebijakan, gerakan literasi sekolah, SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta 
Abstract 
The purpose of this research is 1) to describe the implementation of The School Literacy 
Movement in Primary School Muhammadiyah 1 Surakarta using Edward III theory 
model, 2) to describe the supporting and inhibiting factors of policy 3) to find out the 
solution from the problem solve. The type of this research is qualitative descriptive with 
case study design. The subject of this research is A Headmaster, A Head of Library, A 
Vice Curriculum, and students. Data collection techniques used is observation, 
interviews, and documentation, also doing a source triangulation and techniques to 
ensure the data validity. The results of this research are: (1) the school programs as a 
support of the implementation of The School Literacy Movement are: the program reads 
15 minutes, Jumat Qurani, A School Library, A Mobile Library, A Reading Corner, A 
Reading Garden, E-Money Application, Mini Library, Writing and Synopsis Contest, A 
Magazine, A Wall Magazine, and Posterization. (2) The implementation stage of the 
1 
literacy program in Muhammadiyah 1 elementary school has reached 3 stages, namely 
the stage of habituation, development, and learning which is accompanied by clear 
indicators of achievement. (3) The implementation factors of literacy program are: Have 
a sufficient budget, there is a support from all parties, have a solid literacy team, there is 
a strong team synergy among the school members in the implementation of The School 
Literacy Movement (4) The inhibiting factors are: the location of school which is not 
extensive and the student’s reading interest is still low. (5) The Solution from the 
problems is to organize a new program innovation to improve the literacy ability of 
students and increase the books collection in reading garden and class reading corner. 
Keywords: the implementation of literacy, school literacy movement, Muhammadiyah 1 
elementary School Katelan Surakarta 
1. PENDAHULUAN
Keberhasilan pemerintah dalam program penuntasan buta aksara pada tahun 2015 
membuat pemerintah mengubah fokusnya untuk tidak lagi melakukan gerakan 
pemberantasan buta aksara melainkan meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. 
Hal ini didukung oleh pernyataan Antoro (2017: 15) bahwa penuntasan buta aksara 
tahun 2015 melebihi target. Penduduk Indonesia yang masih buta aksara sebanyak 
3,56% atau 5,7 juta. Keberhasilan ini mendorong pemerintah melakukan perubahan dari 
fokus pemberantasan buta aksara menjadi peningkatan minat membaca. Pasalnya, 
meskipun angka buta aksara menurun, tetapi minat membaca masyarakat masih rendah. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh beberapa instansi 
terkemuka di dunia, sebagaimana dikutip dari majalah kemendikbud edisi ke enam, 
Oktober 2016 berikut: berdasarkan studi “Most Littered Nation in the World” yang 
dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada bulan Maret tahun 2016, 
Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara mengenai minat 
membaca. Indonesia tepat berada di bawah Thailand (peringkat 59) dan di atas 
Bostwana (peringkat 61). Hal ini cukup miris karena dari segi penilaian infrastruktur 
untuk mendukung membaca, Indonesia menduduki peringkat di atas negara-negara 
Eropa. Survei tiga tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan pada tahun 2012 
mengungkapkan bahwa hanya ada 17,66 persen anak-anak Indonesia yang memiliki 
minat membaca, sementara anak-anak yang memiliki minat menonton televisi mencapai 
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91,67 persen.  Artinya hanya ada 1 dari 10 anak di Indonesia yang memiliki minat baca, 
dan 9 dari 10 anak Indonesia lebih menyukai menonton televisi. 
Rendahnya minat membaca memang bukanlah hal yang mudah untuk diatasi, 
padahal membaca adalah salah satu kegiatan yang memberi pengaruh besar bagi kualitas 
pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Gray dan Rogers dalam (Supriyono, 
1998: 3) yang mengatakan bahwa membaca merupakan salah satu cara untuk 
mempermudah proses pendidikan, karena melalui membaca seseorang dapat 
meningkatkan ilmu pengetahuan, sehingga daya nalarnya berkembang dan 
berpandangan luas yang akan memberi manfaat bagi dirinya maupun orang lain. 
Permasalahan-permasalahan mengenai rendahnya minat baca mendorong pemerintah 
untuk menerbitkan peraturan baru yakni Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang 
penumbuhan budu pekerti. Dalam peraturan tersebut disebutkan kegiatan 15 menit 
membaca sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya literasi siswa. Peraturan itulah 
yang menjadi dasar munculnya Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yaitu 
mencakup gerakan literasi di lingkungan sekolah. 
Dikutip dari buku pedoman gerakan literasi sekolah dasar Kemendikbud (2016: 
1), bahwa pada abad ke-21 ini, kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat 
dengan tuntutan keterampilan membaca yang berujung pada kemampuan memahami 
informasi secara analitis, kritis, dan reflektif. Akan tetapi, pembelajaran di sekolah saat 
ini belum mampu mewujudkan hal tersebut. Masalah minimnya minat baca termasuk 
dalam permasalahan pendidikan nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari 
pemerintah, karena permasalahan tersebut memberikan dampak yang cukup serius bagi 
kemajuan negara. Lebih-lebih di usia sekolah dasar sangat disayangkan bila tidak 
dibiasakan untuk membaca. Generasi muda yang nantinya akan menentukan bagaimana 
nasib bangsa di kemudian hari. Maka ini menjadi permasalahan besar yang harus 
dicarikan solusi. 
Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) diharapkan mampu menjadi solusi 
bagi permasalah-permasalahan di atas. Menurut buku saku gerakan literasi yang 
diterbitkan oleh Kemendikbud (2016), Gerakan literasi itu sendiri merupakan sebuah 
upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah 
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sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui 
pelibatan publik. GLS diharapkan mampu menggerakkan warga sekolah, pemangku 
kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan 
menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan. Upaya yang ditempuh 
untuk mewujudkannya berupa pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini 
dilakukan dengan kegiatan 15 menit membaca buku nonpelajaran sebelum waktu belajar 
dimulai. GLS di sekolah dasar menjadi titik awal pengembangan kemampuan literasi di 
pendidikan formal. Di level ini siswa dikenalkan dengan keterampilan literasi dasar, 
yaitu keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan 
literasi ini akan berkembang melalui pembiasaan. Gerakan literasi sekolah ini akan 
sejalan dengan tujuan kurikulum nasional (Kurikulum 2013) yang menuntut siswa untuk 
aktif dan mandiri. Jika program GLS dapat diterapkan di sekolah, maka akan 
memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Untuk dapat 
mensukseskan pelaksanaan Gerakan literasi secara nasional maka setiap sekolah di 
masing-masing daerah harus mampu melaksanakan kebijakan ini dengan optimal.  
Berkaitan dengan itu, SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta adalah salah satu 
sekolah yang telah menerapkan kebijakan tersebut. SD Muhammadiyah 1 Ketelan 
Surakarta merupakan salah satu sekolah favorit di Surakarta yang dikenal memiliki 
berbagai capaian prestasi di berbagai bidang perlombaan khususnya dalam hal literasi. 
Berdasarkan informasi tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan GLS di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta. 
2. METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. 
Penelitian bertempat di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta berlangsung selama 
tiga bulan dari bulan April sampai Juni 2018. Data dalam penelitian ini meliputi data 
terkait pelaksanaan Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SD Muhammadiyah 1 
Surakarta yang dianalisis menggunakan teori Edward III yang mencakup aspek 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan Struktur birokrasi. Sumber data penelitian 
diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bagian kurikulum, guru, siswa, 
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dan warga sekolah lainnya. Pada penelitian ini kehadiran peneliti sebagai human 
instrument yang dalam hal ini peneliti mencari informasi tentang pelaksanaan kebijakan 
gerakan literasi sekolah di SD Muhammadiyah 1 Surakarta, mencari faktor-faktor yang 
pendukung dan penghambat program, serta mencari tahu solusi yang dilakukan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi serta dilakukan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan 
data.  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SD Muhammadiyah 1 Surakarta 
Permendikbud No 23 Tahun 2015 Tentang penumbuhan Budi Pekerti menjadi dasar 
terbentuknya Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah. Salah satu kegiatan penumbuhan 
budi pekerti yang menyangkut kegiatan literasi adalah adanya kegiatan 15 menit 
membaca. Kaitannya dengan hal itu kegiatan 15 menit membaca merupakan salah satu 
kegiatan yang wajib ada dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Antoro (2016: 34) 
menerangkan bahwa kegiatan 15 menit membaca tersebut tertuang dalam permendikbud 
no.23 tahun 2015.  
Kegiatan membaca 15 menit buku non pelajaran ditujukan agar siswa gemar 
membaca. Selanjutnya (Antoro 2016: 35) menyebutkan bahwa waktu 15 menit tersebut 
tidak menjadi patokan yang harus dijalankan. Sekolah bebas menentukan sendiri waktu 
yang dibutuhkan untuk membaca sesuai kondisi sekolah. Buku yang dibaca adalah buku 
non pelajaran. Tujuannya agar dapat membuka cakrawala siswa lebih luas di luar 
pelajaran yang mereka pelajari. Berkaitan dengan pendapat tersebut SD Muhammadiyah 
1 Ketelan Surakarta telah menjalankan kegiatan 15 Menit membaca sejak pertama kali 
kebijakan ini diluncurkan pada tahun 2015. Menurut keterangan SS selaku kepala 
sekolah, dan hasil pengamatan yang dilakukan, program-program lain yang dimiliki 
sekolah untuk menunjang kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SD Muhammadiyah 1 
diantaranya perpustakaan sekolah, perpustakaan keliling, lomba pojok baca, Taman 
baca,  kegiatan mading, majalah sekolah, mini library, dan kelas inspirasi. SW selaku 
bagian kurikulum menjelaskan bahwa program-program yang dilakukan sekolah adalah 
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sebagai upaya untuk meningkatkan budaya literasi siswa. Hal tersebut diperkuat dengan 
adanya dokumen-dokumen kegiatan literasi siswa. 
3.2 Penerapan Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta 
Berdasarkan Teori Edwards III dalam H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 222-223) 
menyatakan bahwa suatu putusan kebijakan tanpa implementasi tidak akan mencapai 
kesuksesan. Selanjutnya Hasbullah (2015: 99) menyampaikan bahwa berdasarkan Teori 
Edwards III, dalam menjalankan suatu kebijakan hendaknya memperhatikan empat isu 
pokok agar pelaksanaan kebijakan menjadi efektif. Empat isu pokok tersebut yaitu: 
a. Komunikasi
Dalam Teori Edward III, Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan 
pendidikan dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya 
untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggap dari para pihak yang 
terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. 
Dalam konteks komunikasi ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu: transmisi 
komunikasi, kejelasan kebijakan pendidikan yang ingin dikomunikasikan, dan 
konsistensinya. Komunikasi di SD Muhammadiyah 1 berlangsung dengan lancar 
baik komunikasi internal maupun eksternal. Komunikasi internal ditunjukkan 
melalui hubungan antara kepala sekolah dengan pihak guru dan karyawan yang 
saling berkoordinasi saat pelaksanaan program sekolah. Sedangkan komunikasi 
eksternal yaitu ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang baik antara pihak 
sekolah dengan pihak luar misalnya kerjasama dengan Arpusda terkait perpustakaan 
keliling dan hubungan sekolah dengan masyarakat luar. Sosialisasi kebijakan GLS 
di SD Muhammadiyah 1 dilakukan melalui rapat kerja, pemberitahuan kepada 
orangtua, serta melalui pamflet di mading dan perpustakaan. Rapat kerja diikuti 
seluruh elemen sekolah baik kepala sekolah, guru, dan karyawan, dilaksanakan 
disetiap awal tahun ajaran baru dan waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan, 
selanjutnya pihak sekolah memberitahukan kepada orangtua terkait kebijakan yang 
ada melalui berbagai cara salah satunya melalui grup paguyuban kelas. Selain itu 
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sekolah juga membuat pamflet yang kemudian ditempelkan di mading-mading 
sekolah. Kegiatan sosialisasi program sekolah secara maksimal ditujukan agar 
pelaksanaannya mendapatkan dukungan dari semua pihak.  
b. Sumber Daya.
Sumber daya dibagi menjadi 3 yaitu sumber daya manusia, sumber dana, dan 
alokasi waktu. Kaitannya dengan sumber daya manusia, di SD Muhammadiyah 1 
semua warga sekolah ikut andil dalam pelaksanaan kebijakan GLS. Mengenai 
sumberdaya manusia atau pelaksana kebijakan gerakan literasi sekolah di SD 
Muhammadiyah 1 tidak ditemui adanya kendala-kendala yang berarti karena semua 
menjalankan tugas sesuai porsinya masing-masing. Untuk sumber dana, Sabatier 
dan Mazmanian dalam (Sudiyono, 2007: 93-97) menjelaskan bahwa untuk 
melaksanakan kebijakan, sumber dana harus mencukupi baik keperluan gaji, staff, 
analisis teknis, perizinan, dan monitoring kebijakan. Meskipun secara tertulis tidak 
ada anggaran khusus untuk GLS, namun SD Muhammadiyah 1 sudah 
mengalokasikan dananya untuk program-program literasi di sekolah. Poin ketiga 
dari sumber daya adalah alokasi waktu. Sejalan dengan teori Edward III mengenai 
alokasi waktu, Lineberry (1978) dalam (Sudiyono, 2007: 80-81) menyampaikan 
bahwa salah satu komponen dalam pelaksanaan kebijakan adalah harus 
mengalokasikan sumber daya waktu untuk memperoleh dampak kebijakan. 
Berkaitan dengan itu, SD Muhammadiyah 1 sudah mengalokasikan waktu untuk 
pelaksanaan GLS ini. Kegiatan yang terdapat dalam program GLS juga terintegrasi 
dengan kurikulum sekolah yang pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan 
pembelajaran sehingga sudah jelas adanya alokasi waktu yang mengaturnya. 
Budaya literasi sekolah di luar jam pelajaran juga diberikan alokasi waktu tersendiri 
melalui jadwal membaca buku di perpustakaan sekolah maupun perpustakaan 
keliling. 
c. Disposisi
Teori Edward III menerangkan bahwa disposisi/sikap dalam implementsai 
kebijakan berkenaan dengan kesediaan dari para imlementor untuk mengeksekusi 
kebijakan pendidikan tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan 
7 
dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Dalam menerapkan 
kebijakan gerakan literasi di SD Muhammadiyah 1 semua pihak ikut berperan aktif. 
Komitmen kepala sekolah sangat tinggi dalam menyukseskan program. Hal ini 
terlihat dari adanya rapat rutin untuk mengevaluasi jalannya program sekolah. 
Selain kepala sekolah, guru dan siswa juga memiliki komitmen kuat dalam 
menjalankan GLS ini karena SD Muhammadiyah adalah sekolah pendidikan 
karakter, maka budaya literasi secara tidak langsung sudah menyatu dengan 
pembelajaran sehari-hari di sekolah. Disamping itu peran orangtua sangat besar 
dalam mendukung program sekolah. Hal tersebut terlihat dari antusiasme orangtua 
dalam membentuk paguyuban walimurid. 
d. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi menurut teori Edward III yaitu berkenaan dengan 
kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi 
kebijakan pendidikan. Sejalan dengan teori tersebut (Rohman, 2014: 147-150) 
menyampaikan bahwa dalam struktur birokrasi organisasi pelaksana menyangkut 
jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, dan aturan main 
organisasi. Birokrasi di SD Muhammadiyah 1 menurut pengamatan peneliti sudah 
berjalan dengan baik, kepala sekolah sangat demokratis bersedia menerima 
masukan-masukan, namun disertai dengan ketegasan dalam mengambil keputusan. 
Akan tetapi meskipun birokrasi di SD Muhammadiyah sudah baik, namun masih 
ditemui kekurangan salah satunya kurangnya tenaga perpustakaan. Perpustakaan 
hanya dikelola oleh seorang petugas perpustakaan yang sekaligus menjabat sebagai 
kepala perpustakan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya kepala perpustakaan 
sedikit kewalahan karena program literasi sekolah yang cukup banyak. Mengenai 
struktur birokrasi di SD Muhammadiyah 1 Surakarta sejauh ini tidak menemui 
banyak permasalahan selain tenaga perpustakan.  
3.3 Tahapan Pelaksanaan GLS di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 
Kemendikbud (2016: 23) menyampaikan bahwa ada indikator yang dapat dijadikan 
acuan untuk mengukur kegiatan literasi disekolah. Tahap literasi sekolah mencakup tiga 
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tahap yaitu pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran. Pada pelaksanaannya di SD 
Muhammadiyah 1 sudah mencapai pada ketiga tahapan sesuai kriteria yang diharapkan. 
Pada tahap pembiasaan sudah terdapat kegiatan 15 menit membaca sesuai dengan 
indikator yang disebutkan dalam buku panduan GLS di sekolah dasar. Semua pihak baik 
guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat saling terlibat 
dalam rangka mensukseskan pelaksanaan GLS. Sekolah juga dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas penunjang GLS seperti perpustakaan, pojok baca, taman baca, dan 
lain-lain sesuai tuntutan pada tahap pembiasaan. Pada tahap pengembangan semua 
indikator yang ditentukan sudah dilaksanakan oleh SD Muhammadiyah 1, yaitu 
mengenai tindak lanjut dari kegiatan membaca, apresiasi capaian literasi siswa, dan tim 
terbentuknya tim literasi sekolah. Kemudian pada tahap pembelajaran juga indikator 
yang terrcantum dalam buku pedoman GLS sudah tercapai dengan baik dibuktikan 
dengan adanya aktivitas literasi siswa baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun di 
luar pembelajaran. Selain itu dibuktikan pula melalui capaian prestasi siswa terkait 
kegiatan literasi. 
3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan GLS di SD Muhammadiyah 
1 Ketelan Surakarta 
Jan Merse (dalam Hasbullah 2015: 95) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi 
penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah adanya 
informasi yang jelas, isi kebijakan yang tegas, adanya dukungan, dan adanya pembagian 
potensi dalam menerapkan kebijakan. Berdasarkan teori tersebut faktor pendukung dan 
penghambat GLS di SD Muhammadiyah 1 Surakarta adalah: 
a. Faktor Pendukung: faktor pendukung GLS di SD Muhammadiyah 1, yang pertama
adalah memilikili anggaran dana yang mencukupi bagi pelaksanaan GLS. Meskipun
tidak tertulis secara langsung anggaran untuk GLS, namun sekolah sudah
menyediakan anggaran tersendiri bagi pelaksanaan program-program GLS. Dana
diperoleh dari walimurid yang dibebankan pada saat penerimaan siswa baru, dari
BOS, dan dari masyarakat. Faktor pendukung yang kedua yaitu sekolah memiliki
tim literasi yang solid. Tim literasi sekolah adalah tim yang dibentuk untuk
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menunjang kesuksesan GLS. Di SD Muhammadiyah 1 mengerahkan semua elemen 
sekolah sehingga semua warga sekolah memiliki kewajiban untuk melaksanakan 
GLS. Namun tim penggerak utamanya adalah kepala sekolah, kepala perpustakaan, 
Waka Kurikulum, dan guru. Faktor pendukung yang ketiga adalah adanya dukungan 
dari semua pihak, baik sekolah, orangtua, dan masyarakat. 
b. Faktor Penghambat: terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi
sekolah dalam menjalankan Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SD
Muhammadiyah 1 Surakarta, diantaranya: Lokasi sekolah yang tidak begitu luas
sehingga fasilitas ruang perpustakaan kurang luas untuk ukuran siswa yang sangat
banyak (24 rombel), minat membaca sebagian siswa masih rendah.
3.5 Solusi yang dilakukan Sekolah untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan 
GLS 
Mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan GLS, sekolah melakukan beberapa 
tindakan sebagai berikut. 
a. Memperbanyak koleksi buku di taman baca dan pojok baca kelas agar siswa dapat
membaca buku tanpa harus ke perpustakaan. Sesuai ketentuan dalam buku induk
gerakan literasi sekolah, bahwa persedian sumber bacaan yang bervariasi diperlukan
agar kebutuhan siswa dalam membaca buku non teks dapat dipenuhi.
b. Mengadakan inovasi program baru untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa.
SD Muhammadiyah 1 sering mengadakan lomba untuk meningkatkan semangat
siswa dalam membaca dan menulis. Lomba-lomba tersebut seperti lomba menulis,
lomba resensi, lomba pojok baca, dan lain-lain. Sekolah juga memfasilitasi kegiatan
literasi siswa dengan adanya mading kelas dan majalah sekolah.
4. PENUTUP 
Berdasarkan penelitian tentang Penerapan Kebijakan Gerakan Literasi Sekolah di SD 
Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk-bentuk 
program literasi sekolah di SD Muhammadiyah 1: Program 15 menit membaca, Jumat 
Qurani, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Keliling, Pojok Baca, Kegiatan Sholat 
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Berjamaah, Kultum dan tadarus, Kelas Inspirasi, Taman Baca, Aplikasi E-Money, Mini 
Library, Lomba Peringatan hari besar, Lomba menulis dan synopsis, Majalah sekolah, 
Mading Sekolah, Posterisasi. 
Dalam Penerapan kebijakan GLS di SD Muhammadiyah 1 peneliti menganalisis 
menggunakan teori Edward III yang dalam implementasi kebijakannya didasarkan pada 
4 isu pokok: 
a. Komunikasi. Dalam pelaksanaannya di SD Muhammadiyah 1 Komunikasi berjalan
dengan lancar baik komunikasi internal maupun eksternal.
b. Sumber Daya. Sumberdaya terbagi menjadi 3, yang pertama sumberdaya manusia;
pada sumber daya manusia tidak ditemui adanya permasalahan yang berarti selain
kurangnya tenaga perpustakaan. Yang kedua adalah Sumber dana, diperoleh dari
Walimurid, BOS, dan Masyarakat. Yang ketiga adalah alokasi waktu. Pihak sekolah
sudah menyediakan alokasi waktu untuk kegiatan-kegiatan literasi, hanya saja
penggunaan waktu belum bisa optimal
c. Disposisi. Disposisi berkaitan dengan kemauan pelaksana kebijakan dalam
menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Di SD Muhammadiyah 1 semua warga
sekolah memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan program. Orangtua juga
antusias dalam menyukseskan program sekolah.
d. Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi di SD Muhammadiyah 1 berjalan dengan baik.
Kepala sekolah sangat demokratis. Terdapat struktur pelaksana tugas yang jelas
mulai dari kepala sekolah sampai struktur paling nawah. Semuanya saling
bekerjasama dan menjalankan perannya masing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian, tahap pelaksanaan GLS di SD Muhammadiyah 1 
sudah menjalankan ketiga tahapan yang meliputi tahap pembiasaan, Pengembangan, dan 
tahap pembelajaran. Ketiga sudah dijalankan dengan baik beserta indikator-
indikatornya. Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan GLS di SD 
Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta adalah Faktor Pendukung: Memiliki anggaran dana 
yang mencukupi bagi pelaksanaan GLS, adanya dukungan dari semua pihak baik 
sekolah, orangtua, dan masyarakat, memiliki tim literasi yang solid, terdapat senergi 
yang kuat antar warga sekolah sehingga sosialisasi dan pelaksanaan GLS berjalan 
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dengan lancar meski bertahap. Faktor Penghambat meliputi: Lokasi sekolah yang tidak 
begitu luas, minat membaca  beberapa siswa yang masih rendah 
Solusi yang dilakukan Sekolah untuk Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan 
GLS: Memperbanyak koleksi buku di taman baca dan pojok baca kelas agar siswa dapat 
membaca buku tanpa harus ke perpustakaan, Mengadakan inovasi program baru untuk 
meningkatkan kemampuan literasi siswa. 
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